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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah efektivitas pencapaian program 

kerja lembaga pemerintah di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut. Fokusnya 

adalah menganalisis dampak pelaksanaan kebijakan pemerintahan kecamatan 

terhadap koordinasi pemerintah kecamatan dalam mencapai efektivitas program 

kerja lembaga pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah survei 

deskriptif analisis dengan alat ukur menggunakan skala perbedaan semantik dan 

validitas serta reliabilitas diuji menggunakan korelasi Product Moment dari Pearson. 

Penelitian melibatkan 100 responden yang dipilih secara sampling. Data 

dikumpulkan melalui angket, wawancara, dan studi dokumentasi, dan dianalisis 

menggunakan analisis statistik dengan rumus analisis jalur. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintahan kecamatan, koordinasi 

pemerintah kecamatan, dan efektivitas pencapaian program kerja lembaga 

pemerintah mencapai kriteria yang baik. Temuan hipotesis menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kebijakan kecamatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

koordinasi dan efektivitas pencapaian program kerja lembaga pemerintah. Koefisien 

Determinasi menunjukkan pengaruh besar implementasi kebijakan kecamatan 

terhadap koordinasi dan efektivitas program kerja lembaga pemerintah di 

Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut. Hubungan antar variabel menunjukkan 

pengaruh yang nyata. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakaan, Koordinasi. 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Kecamatan, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, bertanggung jawab kepada Bupati atau 

Kepala Daerah, dengan tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat. Dalam struktur 

organisasi, Kecamatan terdiri dari lima anggota, termasuk unsur pimpinan seperti Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan, seorang Camat 

memegang peran penting dalam pengawasan, koordinasi, dan kewenangan residu, yang sebagian 

diwakilkan oleh Bupati/Walikota. Pentingnya izin pelimpahan dari Bupati adalah untuk 

memastikan pembangunan yang efektif dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. 

Penyelenggaraan kewenangan di tingkat pemerintahan ditentukan oleh struktur dan fungsi yang 

mendasari rumusannya.  
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Dua jenis kewenangan, yaitu atributif dan delegatif, dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan. 

Terdapat pandangan yang berbeda mengenai peran Pemerintah Kecamatan, namun pelayanan 

terhadap masyarakat tetap diutamakan. Interaksi yang intens antara pembuat kebijakan dan 

fenomena yang dihadapi menghasilkan kebijakan pemerintah. Partisipasi massa juga didorong 

untuk mencapai hasil terbaik. Namun, regulasi yang berubah belum mencerminkan dukungan 

politik yang kuat untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintahan kecamatan. Fenomena 

Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan menekankan pentingnya tujuan dan prinsip dalam 

melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Bupati. Koordinasi, sebagai proses yang penting 

dalam mencapai tujuan bersama, dilakukan oleh seorang pimpinan dalam organisasi. 

Kewenangan yang dimiliki oleh Camat dapat disamakan dengan kewenangan delegatif. 

 

Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut, tujuan utama adalah untuk meningkatkan efektivitas 

Program Pemerintahan dan Pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Camat mengeluarkan 

kebijakan melalui Surat Edaran No. KK.02.04/143-Kec/2023 tentang Pelaksanaan Rapat 

Koordinasi Bulanan antara lembaga Pemerintahan dan Unit-unit kerja kecamatan serta desa di 

wilayah tersebut. Rapat tersebut diharapkan menjadi forum silaturahmi antara Pemerintah 

Kecamatan dan unit-unit kerja kecamatan serta desa, tempat penyampaian informasi 

Pemerintahan dan pembangunan, serta monitoring pelaksanaan pembangunan dan kegiatan 

lainnya. Partisipasi aktif dari semua instansi diharapkan untuk memastikan informasi yang 

diperoleh peserta dapat disampaikan kembali kepada masyarakat dan pegawai di wilayah mereka, 

sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efisien. 

 

Meskipun pelaksanaan koordinasi di Kecamatan Pamulihan belum optimal, terdapat beberapa 

faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain: padatnya kegiatan di unit-unit kerja kecamatan, 

kurangnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan unit lain di wilayah tersebut, dan 

kurangnya ketegasan atau sanksi terkait ketidakhadiran unit kerja kecamatan dalam rapat 

koordinasi. Dalam rapat koordinasi, terdapat dua sesi, yakni sesi informasi mengenai pelaksanaan 

kegiatan dari unit-unit kerja pemerintah tingkat kecamatan dan sesi tanya jawab. 

 

Peserta rapat, termasuk Kepala Desa Garumukti dan Kedua Kepala Desa Pananjung, menekankan 

pentingnya penekanan pada pelaksanaan kebijakan koordinasi yang efektif dan komprehensif di 

tingkat kecamatan. Mereka menyatakan bahwa lembaga pemerintahan belum sepenuhnya 

memahami pentingnya koordinasi, sehingga efektivitas pencapaian program kerja pemerintah 

belum optimal. Mereka juga menyarankan agar pertemuan bulanan di Kecamatan Pamulihan 

dijadikan ajang silaturahmi yang dihadiri oleh semua pihak yang berkepentingan, karena 

kebutuhan dan permasalahan pemerintahan di desa memerlukan informasi, penjelasan, dan solusi 

dari unit-unit kerja kecamatan melalui rapat koordinasi ini. 

 

Berdasarkan penelitian awal, beberapa fenomena problematis telah diidentifikasi, termasuk 

kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah kecamatan dengan lembaga/unit kerja 

pemerintahan tingkat kecamatan. Masalah tersebut disebabkan oleh komunikasi yang tidak 

optimal dan kurang terstruktur. Selain itu, manajemen pelaksanaan koordinasi tingkat kecamatan 

juga terganggu oleh kurangnya perencanaan yang baik. Jumlah peserta rapat koordinasi yang 

banyak menunjukkan perlunya Pemerintah Kecamatan untuk mengeluarkan arahan mengenai 

pelaksanaan kebijakannya melalui koordinasi dengan unit kerja pemerintah tingkat kecamatan 

dan lembaga pemerintahan tingkat kecamatan Pamulihan. Efektivitas program koordinasi juga 

dinilai kurang baik, terlihat dari kurangnya koordinasi yang efisien, motivasi lemah di lembaga, 

dan kurangnya responsivitas dari Satuan Kerja terkait. 
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2. Metodologi 
 

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah teknik eksplanasi dengan analisis regresi variabel. 

Penelitian yang akan dilakukan dengan cara ini akan menggunakan satu variabel terikat, satu 

variabel terikat dan satu variabel terikat yang mempunyai hubungan sebab akibat yang efektif 

antar variabelnya. Sasaran populasi (sampel populasi) pada penelitian ini adalah 100 responden. 

Pengumpulan datanya dengan cara: studi lapangan dan studi kepustakaan, yaitu: Angket, 

Wawancara, dan Observasi. Uji Instrumen Penelitian Uji Validitas Uji dan Reliabilitas, serta 

Teknik Analisis Data dengan menggunakan Analisis Deskriptif dan Statistik 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Untuk mengevaluasi status variabel pelaksanaan kebijakan pemerintahan kecamatan di 

Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut, implementasi kebijakan pemerintahan kecamatan 

memainkan peran krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Kecamatan 

berfungsi sebagai sumber daya utama untuk pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Di 

tingkat yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, kecamatan bertanggung jawab atas 

penyediaan layanan pokok seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan administrasi 

publik. 

 

Berdasarkan data yang terkumpul mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di Pamulihan 

Kabupaten Garut, tanggapan rata-rata dari responden mencapai 73,93%, menandakan tingkat 

kualifikasi yang baik dengan skor sebesar 3,6967. Ini menggambarkan bahwa kebijakan 

pemerintah di daerah tersebut telah diterapkan dengan baik. Namun, beberapa temuan 

menunjukkan adanya beberapa permasalahan, terutama terkait dengan kinerja kepolisian yang 

sedikit di bawah rata-rata. 

 

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintahan kecamatan 

di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut sudah cukup baik, meskipun terdapat beberapa 

permasalahan terkait integrasi informasi keuangan yang belum optimal, kurangnya transparansi 

keuangan, dan belum efektifnya penerapan beberapa kebijakan. 

 

Wawancara mengungkapkan bahwa interaksi antar pegawai dalam pelaksanaan kebijakan 

pemerintahan kecamatan dilakukan melalui rapat koordinasi atau kegiatan yang diselenggarakan 

oleh Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut untuk menyampaikan dan mensosialisasikan 

kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa interaksi antara 

pegawai dan camat terlihat cukup baik. 

 

Indikator tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan kecamatan di Kecamatan 

Pamulihan Kabupaten Garut adalah indikator sasaran kebijakan, yang menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kebijakan tersebut didukung oleh sarana prasarana yang baik. Namun, indikator 

terendah adalah laporan organisasi, menunjukkan bahwa efektivitas pencapaian program kerja 

lembaga pemerintah di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut akan terpengaruh jika tidak 

didukung oleh anggaran yang memadai. Dari penjelasan di atas, kurangnya intensitas 

implementasi kebijakan oleh pelaksana dapat mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut tidak 

akan optimal diimplementasikan. 
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Gambar 1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Kecamatan 

 

 

Dari gambar di atas bahwa dimensi yang nilainya paling tinggi adalah pada dimensi komunikasi 

dan indikator terendah ada pada dimensi disposisi, untuk lebih jelasnya penulis sajikan 

penjelasannya pada setiap dimensi di bawah ini. 

 

Berdasarkan informasi yang diberikan mengenai koordinasi pemerintah daerah di wilayah 

Pamulihan Kabupaten Garut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 75,70% dari responden 

memberikan tanggapan yang baik dengan skor sebesar 3,7850, menunjukkan bahwa koordinasi 

pemerintah daerah di Pamulihan Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik. 

 

Selanjutnya, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling mendekati dalam 

koordinasi pemerintah kecamatan di Pamulihan Kabupaten Garut adalah tingkat keluhan terhadap 

kualitas koordinasi, mencapai skor sebesar 84,00% dan tingkat 4.2000, menandakan tingkat 

koordinasi yang relatif baik. 

 

Namun demikian, koefisien determinasi untuk pemerintah kecamatan di wilayah Pamulihan 

Kabupaten Garut sebesar 64,00% dengan nilai yang dianggap sangat baik, yaitu 3,2000. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah di kecamatan Kabupaten Pamulihan telah berkinerja 

dengan baik. Informasi lebih lanjut terkait dengan variabel koordinasi pemerintah kecamatan 

dijabarkan dalam grafik yang disajikan di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 2. Variabel Koordinasi Pemerintah Kecamatan di Kecamatan Pamulihan 

Kabupaten Garut 
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Sedangkan untuk melihat hasil dari per dimensi dari variabel koordinasi pemerintah kecamatan 

di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut penulis sajikan dibawah ini. Berdasarkan informasi 

yang diberikan mengenai efektivitas program kerja sama dengan instansi pemerintah di 

Pamulihan Garut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tanggapan responden adalah 76,04%, 

menunjukkan bahwa efektivitas program telah baik di Pamulihan Garut. 

 

Selanjutnya, dari data tersebut, indikator yang paling signifikan dalam efektivitas program kerja 

organisasi pemerintah di Pamulihan Garut adalah jumlah penyelesaian pekerjaan yang 

terkoordinasi, mencapai skor rata-rata sebesar 82,00% dengan standar deviasi sebesar 4,1000, 

menunjukkan tingkat efektivitas program yang relatif tinggi. Sementara itu, koefisien efektivitas 

program kerja instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Pamulihan Garut adalah indikator 

komunikasi dengan organisasi lain, dengan persentase sebesar 71,60%. 

 

 
 

Gambar 3. Variabel Efektivitas Pencapaian Program Kerja Lembaga Pemerintah di 

Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut 

 

 

Sedangkan hasil  uji statistik dari penelitian ini adalah: 

 

Tabel 1. Hasil Uji Pengaruh 
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Tabel 2. Hasil Uji Pengaruh 

 

 
 

 

Tabel 3. Hasil Uji Pengaruh 

 

 
 

 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan uji melalui analisis jalur (path analysis) yang 

disajikan dalam diagram jalur. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa implementasi kebijakan 

pemerintah daerah dan koordinasi kebijakan pemerintah daerah dengan organisasi eksternal 

memiliki dampak positif terhadap efektivitas program kerja pemerintah daerah di Pamulihan 

Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dan uji F serta T 

untuk menguji variabel terikat efektivitas program kerja pemerintah. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah memiliki dampak positif yang signifikan 

terhadap efektivitas program, sedangkan koordinasi kebijakan pemerintah daerah dengan 

organisasi eksternal juga memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, uji koefisien determinasi 

menunjukkan bahwa 62,80% variasi efektivitas program dapat dijelaskan oleh kedua variabel 

independen tersebut. Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan kepuasannya terhadap 

upaya implementasi kebijakan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi eksternal 

di Pamulihan Kabupaten Garut. 

 

 

4. Kesimpulan  
 

Dari tinjauan literatur mengenai dampak implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap 

koordinasi kebijakan pemerintah daerah dengan organisasi eksternal di Pamulihan Kabupaten 

Garut,  sudah dilakukan berdasarkan kriteria yang ketat. Meskipun pelaksanaan kebijakan 

pemerintah daerah di Pamulihan Kabupaten Garut cenderung baik, terdapat kecenderungan 

praktik kerja organisasi di bawah standar. Koordinasi antara pemerintah kecamatan dan lembaga 

eksternal di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut menunjukkan kesadaran yang baik, namun 

masih terdapat kendala pada jumlah pelaksanaan koordinasi yang dianggap masih berat dan 

efektivitas Program Kerja Lembaga Pemerintah di Pamulihan Kabupaten Garut menunjukkan 

bahwa program tersebut memenuhi persyaratan. Meskipun demikian, tingkat kepuasan terhadap 

komunikasi dengan organisasi lain masih perlu ditingkatkan. 

 

Hasil penelitian berbasis hipotesis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah 

daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap koordinasi antara pemerintah daerah dengan 
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organisasi eksternal dan efektivitas program kerja pemerintah daerah di Kabupaten Pamulihan. 

Hal ini ditunjukkan oleh Koefisien determinasi yang menegaskan pengaruh yang besar terhadap 

koordinasi dan efektivitas program kerja pemerintah daerah. 
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